BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 39 TAHUN
2014 TENTANG KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

Menimbang:

Mengingat

—

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1
Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang
telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bandung Barat
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;

bahwa terdapat perubahan mengenai kebijakan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu
dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Bupati Bandung
Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Bandung
Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun
2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun
2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 40 Seri E);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2014
tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014
Nomor 40 seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) di ubah, sehingga keseluruhannya berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
DPRD dilaksanakan melalui:

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bandung Barat;

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam
Provinsi Jawa barat; dan

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan
oleh Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Biaya Perjalanan Dinas.

Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhannya menjadi
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 19

Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan
ketentuan 5 (lima) hari dalam satu kali reses.

Dalam rangka Reses, diberikan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Uang Transport bagi peserta
reses.

Besarnya komponen Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.

Besarnya Uang Transport bagi peserta reses sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengacu pada Satuan Harga dan Standar Biaya Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berlaku.

Biaya Kegiatan Reses dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat
DPRD serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Januari 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.
ABUBAKAR
Diundangkan di Bandung Barat

pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI E



